
 
 

 
 
 

BUPATI KAPUAS 
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

 

PERATURAN BUPATI KAPUAS 
NOMOR  44  TAHUN 2022 

 

TENTANG 
 

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI KAPUAS NOMOR 26 TAHUN 2019 
TENTANG URAIAN TUGAS DEWAN PENGAWAS, DIREKSI, BAGIAN, CABANG 

DAN UNIT IKK PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KAPUAS 
 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

 

BUPATI KAPUAS, 
 

 

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Umum 
Daerah Air Minum Tirta Pambelom Kabupaten Kapuas 
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu 
dilakukan penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja 
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pambelom 
Kabupaten Kapuas; 
 

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Peraturan 

Bupati Kapuas Nomor 26 Tahun 2019 tentang Uraian 
Tugas Dewan Pengawas, Direksi, Bagian, Cabang dan 

Unit IKK pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten 
Kapuas, ada beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai 
lagi sehingga Peraturan Bupati itu perlu dicabut dan 

diganti;  
 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati 
Kapuas Nomor 26 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas 
Dewan Pengawas, Direksi, Bagian, Cabang dan Unit IKK 
pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kapuas; 

 
   
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 
tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan  (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang 
Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran 
Negara RepubliK Indonesia Nomor 2387); 
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik IndonesiaNomor 4286) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan 

Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk 

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-

19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang 

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau 

stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6485); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan 

Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk 

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-

19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang 

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau 

stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6485); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6757);  
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7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber 

Daya Air ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia 6405) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang 

Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4490); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang 

Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang 

Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6173); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 

tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah air 

Minum; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 157); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 

tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota 

Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota 

Direksi badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 2 Tahun 

2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum 

Tirta Pambelom (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas 

Tahun 2021 Nomor 2); 

15. Peraturan Bupati  Kapuas  Nomor 183 Tahun  2008  

tentang Pengangkatan Direksi dan Dewan Pengawas 

pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kapuas 

(Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2008 Nomor 

537); 
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MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN 
BUPATI KAPUAS NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG URAIAN 
TUGAS DEWAN PENGAWAS, DIREKSI, BAGIAN, CABANG DAN 

UNIT IKK PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM 
KABUPATEN KAPUAS. 

 

Pasal 1 
 

Peraturan Bupati Kapuas Nomor 26 Tahun 2019 tentang Uraian 
Tugas Dewan Pengawas, Direksi, Bagian, Cabang dan Unit IKK 
pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kapuas (Berita 
Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2019 Nomor 26) dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

 
Pasal 2 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 
Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas. 
 

 

Ditetapkan di Kuala Kapuas 
pada tanggal 30 Juni 2022 
 

               BUPATI KAPUAS, 
 

          ttd 
 

          BEN BRAHIM S. BAHAT 
 

Diundangkan di Kuala Kapuas 
pada tanggal 30 Juni 2022 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS, 
 

                              ttd 
 

 SEPTEDY 
 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2022 NOMOR 44 
 
  

 

 
 

 
 

 


